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Rp15,26 M Tanpa Pertanggungjawaban

PALU, MERCUSUAR- Empat tahun Amran Batalipu
memimpin Kabupaten Buol, empat kali pula BPK
Perwakilan Sulteng memberikan ‘rapor merah’
terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

' (LKPD). Tahun 2010, tercatat kerugian daerah
mencapai Rp15,26 miliar.

Selain kerugian daerah senilai
Rp15,26 M itu, BPK juga mencatat

temuan dalam pertanggung jawaban
keuangan Kabupaten Buol scbesar

Rp36,17 M. Kondisi pertanggung Ketua DPRD Kabupaten Buol

jawaban keuangan yang buruk ini
membuat BPK Rl memberi penikian
disclaimer (tidak memberikan
pendapat).

Penilian disclaimer tersebut
disampaikan Kepala Perwa- ~ie
kilan BPK RI Sulteng, Dadang ™"
Gunawan pada penyerahan LHP
Kabupaten Buol, akhir pekan
kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri
Bupati Buol Amran Batalipu dan

Abdullah Batalipu.
Menurut Dadang Gunawan, peni-
laian disclaimer tersebut

discbabkan persentase te-
muan sebesar 2,71 persen

dari cakupan pemeriksaan.
" Adapun cakupan pemerik-
saan atas laporan keuangan Kabu
paten Buol tahun anggaran (TA) 2010
senilai Rp1,33 triliun (T), meliputi
neraca sebesar Rp696,44 M (yang

terdiri atas: aset senikhi Rp694,58 M
sedangkan kewajiban senilai Rp1,86
M). Laporan Realisasi Anggaran
(LRA) sebesar Rp638,61 M (terdiri
atas pendapatan senilai Rp377,69 M,
belanja seniki Rp260, 92 M).
Adapun pembatasan lingkup pe-
meriksaan, antara lin, Kas di Benda-
hara Pengeluaran per 31 Desember
2010 sebesar Rp101.116.463 tidak
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- PERTANGGUNGJAWABAN ...
PPh TA 2010 yang dilaporkan telah disetor ke

termasuk pengembalian sisa belanja TA 2010
pada Bendahara Pengeluaran SKPD yang
belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember:
2010 sebesar Rp593,50 juta; pembenan panjar
kas TA 2010 kepada SKPD dan pihaK ketiga

belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp6, 16 .

M. Selain itu, BUD dan Kuasa BUD tidak
melakukan rekonsiliasi saldo buku dan bank,
tidak melakukan pencatatan atas pendapatan
pada BKU secara tertib, dan tidak dapat
menyampaikan salinan rekening koran secara
lengkap, sehingga pengujian atas saldo kas.
daerah tidak dapat dilakukan secara memadai.

Selanjutnya, persediaan per 31 Desember
2010 sebesar Rp968.277.176 tidak dapat
diyakini kewajarannya karena pencatatan dan
pelaporan oleh SKPDtidak memadai;
penyertaan modal pada pada PDAM Motanang
sebesar Rp8,54 M dan PD Berkah sebesar
Rp150 juta tidak didukung catatan-catatan dan
dokumen yang memungkinkan BPK RI untuk
melakukan prosedur pemeriksaan yang
memadai untuk meyakini investasi; serta
penatausahaan aset tetap tidak tertib dan nilai
aset fetap yang disajikan dalam neraca
termasuk aset tetap yang rusak berat dan tidak
diketahui keberadaannya.

Selain itu, aset tetap yang dikuasasi atau
dikelota oleh pihak lain; terdapat PPN/PPh dan
jasa giro yang belum disetor ke Kas Negara
sebesar Rp3,34 Mdan dari nilai pungutan PPN/

Kas Negara belum dapat dijelaskan dan,tidak
didukung dokumen SSP yang telah divalidasi
bank persepsi sebesar Rp4,32 M; serta

penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada.

Dinas Kesehatan dan RSUD Buol minimal
sebesar Rp3,47 M belum disetor dalam [aporan
keuangan pemerintah daerah TA 2010.

Dalam laporan BPK Rl juga mencantumkan
realisasi belanja modal pengadaan bermotor
roda dua dan pembangunan pagar kantor
sebesar Rp1,95 M, proses pengadaannya
dilakukan secara formalitas karena pekerjaan
dilaksanakan mendahului penetapan APBD/
APBD-P; realisasi belanja tak'terduga

 digunakan tidak sesuai ketentuan sebesar’

Rp1,05 M dan belum dipertanggungjawabkan'
sebesar Rp870 juta; serta LKPD Kabupaten
Buol TA 2010 tidak disusun berdasarkan
konsolidasi laporan keuangan SKPD.

Pemantauan terhadap penyelesaian funtutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-
TGR) menunjukkan bahwa jumlah kasus
kerugian keuangan daerah sejak tahun 2002
hingga semester | TA2011 sebanyak 712 kasus
sebesar Rp20,56 M. Kasus yang telah
diselesaikan sebanyak 144 kasus sebesar
Rp3,07 M, sedangkan yang diangsur sebanyak
57 kasus sebesar Rp2,21 M. Sehingga, saldo
kerugian daerah sebanyak 568 kasus sebesar
Rp15,26 M.

_sambungan dari hal. 1

Penyelesalan kerugian daerah tersebut tidak
dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.
Terbukti bahwa kasus tersebut sudah berusia
lebih dari sembilan tahun.

- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 5 Tahun 1997, Pasal 5 ayat (2)
jo. Pasal 14 ayat (2), bahwa penyelesaian
dengan cara angsuran diselesaikan selambat-
lambatnya dalam waktu dua tahun.

Hasil pemantauan atas tindaklanjut hasil
pemeriksaan BPK Rl sejak tahun 2003 hingga
semester | TA 2011 menunjukkan jumlah
temuan sebanyak 134 dengan 334 rekomen-
dasi. Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi-
sebanyak 210 rekomendasi. Namun, sebanyak
93 rekomendasi belum sepenuhnya ditindak
lanjuti dan 31 rekomendasi belum ditindak
lanjuti.

Menanggapi temuan BPK RI ini, Bupati Buol
Amran Batalipu mengatakan, Pemkab sudah
berupaya maksimal untuk mengantisipasi
temuan BPK ini. Namun ada perbedaan
persepsi antara upaya Pemkab dengan hasil
auditor BPK. Misalnya, kata Amran, persoalan
PPN/PPh. Menurut Amran, sangat mustahil
tidak terjadi temuan karena persoalan kesiapan
bank di Buol, karena_setiap hari hanya bisa
melayani satu setoran pajak per hari.

“Masa’ seluruh kontraktor bisa menuntaskan
PPN/PPh -nya jika bank hanya bisa melayani
satu setoran pajak per hari," singkatnya. ow










